
BUPATI KATINGAN

PERATURATTI BUPATI KATINGAN

NOMOR }LTA}IUN 2OO9

TENTANG

PEDOMAN PEI.AKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA

DESA (ADD) or xa'dupnren xniincarr TAHUN ANGGARAN 2ooe

ienimbang .o.

Mengingat :1.

BUPATI KATINGAI{,

bahwadalamrangkapenyelenggaraanPemerintahDesadan
petaksanaan pembangunan,. p.m"r.i5an pertumbuhan antar desa dan

;ffi;k dn 'petiyaian dasar :erta peningkatan pemberdavaan

masyarakat desa-b.tiu adanya stimulan melalui Aloksi Dana Desa

(ADD).
bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungal 9tn
ioirrruri Rtot<asi-bana 6esa (ADD) Kabupaten Katingan Tahul

n.gg;. 2009 sebagaimana 
'pedoman 

Alokasi Dana Desa dari

pemerintah ranrpatenTrota kepada Pemerintah Desa dari Menteri

Dalam Negeri.
Orn*u uniuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas maka

perru ditetapkan Pedoman dan Penetapan Alokasi Dana Desa serta

b"iuf.*nuannya di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 dengan

Peraturan Bupati Katingan.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas

Undan[ - Undan! Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan

Aanguiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

52,lambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perulahan
atas U-ndahg - UnOang Nomor 18 Tahun L997 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor aoa$ ;

Und'ang - Undang Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

KabupJten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Katimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negag

(Lembiran ruegJra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
'iambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

UnAang - Undang Nomor 1 Tahun 20A4 Tentang Perbendaharaan

flegad (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

fambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

2.

3.

4.

5.



6 HLll?; Hll**u":::$iJi!ilfifri;i:"l,iKt:}tl[5
Indonesia runln''004 Nomor 53 Tambahan Let

+g891 ; r5 ranun 2004 Tentang Pemeriksaan

7. Undang Undang No*-ot"-.

p en s er-o r a a n i u n rui s sl tt f'lttl*m, U: *: *',f3i' il ffi 3il I
;lAi'b-li Indonesia ' Tahun

N"6;;t Nomor 44oo) ;

B 
ts:::#,;xr#.{' -4111ill.Jiiudfl.l*H#:il};r:**
iamoanan Lembaran Negara

denganu.il.n:u..ry]ffi"bri1].3-oo.itentangPerubahan
aras unoaiJ 

.,noro.. 
gz 

.r.hil'z6o+ 
rentaii- pemerinuh. Daerah

meniadiuno'anj-up.pll.^#;ruin.guranep"uuiittlndonesiaTahun
2005tlomoiioa'lanrnlnanLemblran"-iugutuNomor^4548)'
sebagaima.l' t.run' OirOun i.igu,iilnOing-Uidi'* Nomor 12 rahun

2008 rentuns i,;irOunun r.iiu'itur-UnJung-UtJ"q 
Nomor 32 Tahun

2004 r.n,.;nb- pemerintari" ilLiln- iu.riJiri"'N.suru Repub*k

Indonesia iini,n 2008 Nom'o, 
"e i.rbanan iu'Ut'un Negara Nomor

4844.);
9. Undang Undang No.m'91 33 Tahun -2001 

Tentang Perimbangan

Keuangan untuiu P;merintar't pu*i oan-pemeiintah Daerah (Lembaran

Nesara Republik -ltd?f',i; 
' i;;; 2004 

"r'ro*ot 
126 Tambahan

10 ;:dtl*:l *;:1,ll:fT,61?'Lo, ,un,n 2000 rentans Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah oun wi[ir repata^oaerah (Lembaran Negara

Republik fni[n.rii Tahun''2OOd'flo*ot 210, fambahan Lembaran

11. H:,.tin$'Th1?,1?l,i *oro, 65 rahun 2001 rentans pajak Daerah

(Lembaran Negara n"puUiif. 
-l-nOonesia 

Tahun 200i Nomor 118'

Tambanan t-em6aran Negara Nomor 4138);

tZ. peraturan Pemerintan ruomJr dO iin'n ZOdf fentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara n.prOfi* fnJonesia Tahun ZbOt Nomor 119'

Tambahan Lem6aran Negara Nomor 4139) ;

13. peraturan pemerintah Nomor 55 rinun 2005 Tentang Dana

perimbangu, il.*Ouia, Negar; Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tam6ihan Lembaran Nega?-N9qor 4V5) ;

L4. peraturan pemerintah Nomoi-fg Tahun 20d5 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (1emOaran Gutu Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambanan lemLaran 
-Negara 

N-omor 4578) ;

15.PeraturanPemerintahNomorT2Tahun2005TentangDesa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548) i
16. peraturan pe-merintah Repubiik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerfntah'

pemerintah OaerJh Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

iambahan Lembaran Negara Nomor a737 );
t7. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

pembagian Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ) Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2009 Nomor : t4);



etaPkan

,eitlii,ki,?Ik[#$:ili'-*'*i'iffifi${{
( Berita 'u 

nn'n'uTusKAN

,,=,r*:mms*J;BplgEt'-^[f33;'Ti
BAB I

rEreniuAn uMuM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

r. Daerah.lt,l'Ii:^Tr1i.5fiHll:"n 
Katinsan 

nkat Daerah sebaeai unsur

2. BuPati adata

iH*i#H*ti}$ffl ffiJ$ffi-d*,ifu {H'a''plmt'inun D,T^':: ""?*r,i'ci5"omi sel-uf;fu.ffi J.TilJfi dahm

l;#rHf i'{xffi:u,x;:;tJff.{^"i{fi rt:;H:il.**.n..,
undane - Yltfffiffi*;ttan RakYat Daeran ;ffi;i; ou"tui', ;

s. DPRD .9:Pl.?i#llilrJiiri"'ia c,amat sebasa

iiu$:#**Hmatiffl'*iff#,*,$ti**"Hi*#

l,rffil
lt.Dusun adalah. bagian t

ll'li"n,iffiffu 
$'[i[,i'ff:$,}fl#nTtfi 

tr;*#,.:r*

upaya
masYarakat' 

BAB rr
TTXSUO DAN TUTUAN

Pasat 2

--ffimmffim*}ffi:$gms*lmw

(2)' Tuiuan Alokasi Dana t'



a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

melalaanakan pelayanan'"'il*t'i;tidn' 
-'pemoangunan dan

' f,,TfgillHrLx'#i|il'::ffii#ih:t=uk'on 
di desa daram

perencanain, petalaaryl^'i." Ei genOafiin pembangunan secara

c. 
f;$iffiH,trniffIli:fr,:lllffiin' kesempatan bekerja dan

, nm:r.:i,91,,ffi,g1 :;jii1 
*:.: y,T:"

( 3 ) . Sasa ra n uta ma Alo_Kasrr',,o|f. ffi :i"-"",lr,,, n oemerintaha n desa.
a. Meningratiyu ipurtipitas penyelenggaraan'Pt

b. Meningkatnvi pLrur*naan Dembangunan desa'

c. nneningxatii ffiftt: qelavanan ."Y?fftj
d. Meningkatnya par,sifasi Oa'n-p.mOuiO'u,aan masyarakat desa'

BAB III
AZAS YA]IG DIANUT ADD

Pasal 3

(1).AlokasiDanaDesa(A?D).untuksetiap.desaditentukandengan
mengguna'"i ttilil oJ'ot*'run a'at merata dan adll

- Azas merata adalah Pagi?l ebo yang- saq? besamya untuk setiap

desa, s"r, nirtivi'oir.u r[ arorfribJoi 
-o"tu 

M i n i m u m (ADDM )'

-Azasnon,JJirihbagiannooGngugT*yu,9iltgltd'raPioporsional
untuk ,"tiJp b.sa geroasarlGi-niiai bobgt' 9q* t-go x) vang dihituns

denean r,rH,ir*6";;".r:iltffi;;-.vitLu"l vaitu : Kemiskinan'

pendtdikan" aibi- [.*naTn, 
-[Jteqito 

1a.ya 
n, Juhh n pend ud uk' I uas

witayah, pot'lit 6r,o*rnL Oari tumiiliolrsun, seliniutnva disebut dana

ProPosional (ADDP)'

(2). Berdasarkan kedua azas lerybut dlatas maka besamya Alokasi Dana

Desa(ADD ,l^ii'tii'i olri 2. 
-(oua)-romPol"l1ung 

Alokasi Dana Desa

Minimat toriiniilli; ;6ffi ouni'out i'roporsional (ADDP x)'

Keterangan
ADD X
ADDM
ADDPX

t
a

t
a

I

t
I

Alokasi Dana Desia unbrk Desa x

Alokasl Dana od r'iinimat yang dlterima Desa

Alokasl Dana Deea P

BAB IV
PEDot{ At{ Iffif $lil 3l}AP 

Et{ ETAPAN

Pasal 2

DenganPeraturanBupatiinl.ditetapkanped.omanpelaksanaandan
oenetapan nbrasi 

'ouln-.'6"* r.trr.-I'igg.t '! 
rryJ sebagaimana termuat

dalam lampiran r'i#I.rprrun u'teiiiiHn Bupati yang merupakan satu

[.*tr.n Ybng tidak terplsahkan'

ADDx=ADDM+ADDPx



Pasal 3

pedoman Alokasi Dana Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka

pelaksanaan Program Desa Uembangun (PDM) yang menggunakan sumber

pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1). Total Alokasi Dana Desa sebesar 4,5o/o berasal dari dana alokasi umum

setelah dikurangi alokasi dasar untuk belanja Pegawai Negeri Sipil,

dibagi secara pioporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana

OesJ untuk t'5+ (Seratus lima puluh empat) desa di Kabupaten

Katingan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 15,500.000.000,-

(Limi belas milyard lima ratus juta rupiah ). yang pembagiannya

untuk maslng - masing Desa teftuang dalam lampiran 2 (dua)

Peraturan BuPati ini.

(2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)

ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM

sebesar Rp. 6.976.200.000,- ( Enam Milyard Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) dari total ADD dan untuk

ADDP sebesar Rp. 8.523.650.000,- ( Delapan Milyard Lima Ratus

Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima puluh Ribu Rupiah ) dari total

ADD secara keseluruhan.

BAB VI
PERHITUilGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(l) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing - masing desa dilakukan
dengan menggunakan rumus yang mempeftimbangkan faktor
pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus - rumus

sebagai berikut :

a. Rumus Alokasi Dana Desa (x) tahun anggaran 2009 (Pemerataan

dan Keadilan) :

ADD,=ADDM+ADDP,

Keterangan :

ADDX
ADDM
ADDP*
x

= Alokasi Dana Desa untuk Desa x

= Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

= Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

= Desa

Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional :

ADDPX = Klasifikasi Desa (A, B atau C)



= RD. 120..680.000,-

= RD. 106.180.000,-

= Rp. 90.700.000,-

c.KlasiflkasiDesaAyaitujumlahpenduduknYal00liiwakeatas
, Katsifikasi Desa B yaitu:umriii ftnduduknya 501 - 1000 jiwa

Katsifikasi ffi ; ffiil irrrrrr ienduduknya 0 - 500 jiwa

Kalsifikasi Desa berdasarkan .Keplrtuqn -g:F-Iut 
Kalimantan Tengah

Nomor 163 Tahun 2005, seoangkan oesarnya RDDP untuk klasifikasi

desa disesuaikan dengan rurfuf iunultit' 55 olo dari alokasi Dana

Desa.

(2). Hasil perhitungan Atokasi P?l' Desa untuk masing - masing Desa

yang besarnyJ pada..tiap o:; sesuai dengan- klasifikasi Desa secara

proporsionat yang nilainya tufuiui*ni- tJmpiran 2 (dua) Peraturan

BuPati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan BuPati ini maka Peraturan Bupati Katingan

Nomor 6 Tahun zboe tenhng ped;ma; pehksanaan dan penetapan Alokasi

Dana Desa (ADD) t6bupaten fatiigu-n funun Anggaran 2008 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku' lagi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

AgarSetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan
Bupati ini o.ng'u; 

-rn-;.*puirJnnvJ -Ouru* 
Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Keterangan :

Klasifikasi Desa A

Klasifikasi Desa B

Klasifikasi Desa C

*-J'=r
?

DitetaPkan di Kasongan
.r$ APril 2009

RAWING

D

p
Di undangkan di Kasongan

pada tanggal, J1 APril 2009

:

t

DAERAH
TINGAN,

CH O TATEL I.AD]U

{iq,

{n(

BERITA DAEMH
(ru* *''*GANTAHUN 2oB NoMoR:



lSMPl&:ALOKASIDANAOESA(ADD)YANGDITERIMAOLEHSET!dPDESADIKABUPATENKATINGAN
TAHUNANGGARAN20ogYANGCIIsEsUAIKANDENGAKRITERIADESA.

t4

1,495,140,000 
]

120,680,000 
]

120,680,000 
l

120,680,000
106,180,000
120,680,000
120,680,000
120,680,000
120,680,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000

771,280,000
90,700,000

120,680,000
120,680,000
106,180,000
106,180,000
106,180,000
120,680,000

952,680,000
120,680,000
106,180,000
120,680,000
90,700,000
90,700,000

106,180,000
90,700,000

106,'180,000
120,680,000

847,'[80'000
106,180,000
90,700,000

120,680,000
106,180,000
106,180,000
106,180,000
120,680,000
90,700,000

665,100,0{r0
90,700,000

106,180,000
120,680,000
106,180,000
120,680,000
120,680,000

938,r80,000
120,680,000
106,180,000
90,700,000
90,700,000

106,180,000
106,180,000
120,680,000
106,180,000

g60,940,000

75,380,000
7s,380,000
75,380,000
60,880,000
75,380,@0
75,380,000
75,380,000
75,380,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000

,15/t,180,000

45,400,000
75,380,000
75,380,000
60,880,000
60,880,000
60,880,000
75,380,000

544,980,000
7s,380,000
60,880,000
75,380,000
45,400,000
45,400,000
60,880,000
45,400,000
60,880,000
75,380,000

/t85,0E0,000
60,880,000
45,400,000
75,380,000
60,880,000
60,880,000
60,880,000
75,380,000
45,400,000

393,300,0u,
45,400,000
60,880,000
75,380,000
60,880,000
75,380,000
7s,380,000

530,/t80,000
75,380,000
60,880,000
45,400,000
45,400,000
60,880,000
60,880,000
75,380,000
60,880,000

634,200,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

317,100,000
45,300,000
45,300,000
45,300,m0
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

i|07,700,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,0m
45,300,000
45,300,000

362,400,000
45,300,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

271,800,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

if07,700,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

A
A
A
B

A
A
A
A
c
c
c
C
C
c

C
A
A
B
B

B
A

A
B
A
c
c
B
c
B

A

B
c
A
B
B
B

A
c

A
B
C
c
B
B
A
B
c

360
1.159
1.319
7y
987
772

't.024

1.631

573
't.'t66
120
495
676
461

756
1.368

722
90

1.435
713
772
885

1.3U
333

489
725

1.312
750

2.068
8.1 53

1.129
722
433
437
572
560

't.565
772

KATINGAN KUALA

ANG KAMPUNG

AK BAHANDANG

'ANG TAMPANG
UK KANAN

KATINGAN HILIR
TEWANG KADAMBA

ALIAN KERENG

'ewang Sangalang Garing
WANG BARINGIN

ARUSAN DANUM
UMBANG TARUSAN

ANG RANGKANG
ANG MANYANGEN

il
1

2
3
4
5
6
7

IV
1

2
3
4
5
6
7
I

1

2
3
4
5
6

VI
1

2
3
4
5
6
7
I
I

60

*\

C
B
A
B
A
A

2.985
2.917
1.125
893

2.105
1.696
1.878
1.453

4 o'l o



106,180,000
106,180,000

90,700,000
90,700,000
90,700,ooo
90,700,000
90,700,000

120,680,000
106,180,000
106,180,000
90,700,000

106,'180,000
90,700,000

,1,632,280,000

120,680,000
120,680,000
90,700,000
90,700,000

120,680,000
120,680,000
120,680,000
120,680,000
90,700,000 l

120,680,000
106,180,000
't06,180,000

106,180,000
106,180,000
90,700,000

1,389,720,000
90,700,000
90,700,000

120,680,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000

120,680,000
120,880,000
90,700,000

120,680,000

681,340,000
106,180,000
90,700,000
90,700,000

10€,180,000
90,700,000
90,700,000

106,180,000

'1,694,520,000
90,700,000

106,180,000
90,700,000
90,700,000

106,180,000
106,180,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000

106,180,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000
90,700,000

,, . t rvytvv,

90,700,000

45,400,000
45,400,000
60,880,000

879,120,000
45,400,000
60,880,000
45,400,000
45,400,000
60,880,000
60,880,000
45,400,000
45,4011,000

45,400,000
45,400,000
60,880,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000

45,400,000
60,880,000
60,880,000
45,400,000
45,400,000
4C,40010oo

45,400,000
45,400,000
75,380,000
60,880,000
60,880,000
45,400,000
60,880,000
45,400,000

952,780,000
75,380,000
75,380,000
45,400,000
45,400,000
75,380,000
75,380,m0
75,380,000
75,380,000
45,400,000
75,380,000
60,880,000
60,880,000
60,880,000
60,880,000
45,400,000

755,520,000
45,400,000
45,400,000
75,380,000
45,400,000
4s,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
45,400,000
75,380,000
75,380,000
45,400,000
75,380,000

364,2lut,000
60,880,000
45,/t00,000
45,400,000
60,880,000

45,300,0@
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

634,200,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

317,100,000
45,300,000
45,300,000 

l

45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

915,400,000
45,300,000
4s,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000

45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45.300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
45,300,000
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KETERANGAN : KELUMHAN TIDAK MENERIMAADD.

KRITERIA DESA PENERIMA ADD AOAI-{H :

-Kriteria A = 32 Desa x Rp.120.680.000,' =
-Kriteria B = 37 Desa x Rp.106.180.000'- =
-Kriteria C = 85 Desa x Rp"90.700.000,- =

Rp.3.861.

Rp.7.709.
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LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DALAM PROGRAM DESA MEMBANGUN ( PDM )

KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2OO9

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya Pemberdayaan

Masyarakat Desa di Kabupaten Katingan yaitu cukup tingginya angka

jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan, Transmigrasi dan

Keluarga Berencana Kabupaten Katingan Tahun 2008, maka jumlah

penduduk miskin yaitu 10.54 oA Kepala Keluarga. Selanjutnya jika

dibandingkan dengan jumtah penduduk seluruhnya tahun 2008 maka t
32'/o adalah Penduduk miskin.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingail,

telah ditetapkan 3 (tiga) strategi yaitu a). Mengurangi beban pengeluaran

keluarga miskin b). Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui

kegiatan usaha ekonomi produktif dan c). Meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/kursus, magang yang

berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diatas,

maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang sangat

penting. Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

ini telah dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005

tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan surat Edaran Menteri

Dalam Negeri nomor L4O/640/SJ, tanggal 22 maret 2005, perihal alokasi

dana desa ( ADD ).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut diatas butir

4.b ayat 1, menyatakan bahwa sumber dana alokasi desa yaitu dari bagi

hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang diterima

oleh Kabupaten/kota.

untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui

program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan maka pada

tahun 200g mengalokasi dana desa yang cukup besar yang tertuang dalam

Program Alokasi Dana Desa yang akan dipergunakan untuk pembiayaan

Program Desa Membangun (PDM) tersebar pada 13 Kecamatan dan 154

Desa.
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Tujuan
Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa Membangun

dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) baik

dalam bentuk Bantuan Desa maupun dalam bentuk dana alokasi langsung

dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan' kesehatan serta

keterjangkauan dan ketersediaan imprastruktur dengan tuiuan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai dan

melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat.

2. Memberikan motivasi swadaya dan gotong - royong masyarakat dalam

pelaksanaan Pembangunan desa'

3. Mengembangkan inisiatip dan prakarsa Pemerintah Desa bersama

masyarakat untuk membangun desa'

4. Meningkatkan dan mengefektipkan peranan lembaga kemasyarakatan

sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pedesaan'

5. Mengembangakan sektor - sektor yang produktip berskala desa dan

mendukung peningkatan usaha masyarakat desa sehingga memberikan

kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan guna peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa secara merata'

II. Sumber dan Alokasi Dana

A. Sumber Dana

Sumber dana untuk program Desa Membangun baik dalam bentuk bantuan

desa maupun alokasi langsung sebagai berikut :

l.Bagihasilpajakdaerahdandistribusidaerah
2. Dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Pemerintah

KabuPaten Katingan.

h*ffi
Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase yaitu +

4,5 % dari jumlah dana yang diterima oleh Kabupaten Katingan baik

bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dana perimbangan dari

pusatsetelahdikurangigajiPegawaiNegeriSipil.

Kemudian dari seluruh dana dimaksud yaitu 45o,6 yang dialokasikan

merata bagi seluruh desa, sedangkan 55% berupa dana tambahan bagi desa

.a
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kemiskinan, keterjangkauan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat

kesehatan, transportasi/komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.

sehingga dengan demikian, maka masing - masing desa akan

menerima dana, dengan jumlah yang berbeda/tidak sama.

III. Penggunaan Dana Desa.

Dari jumtah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa,

digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan desa dengan prosentase peruntukan sebagai berikut :

l. 45% digunakan untuk belanja operasional aparatur desa dan

Honorarium/gaii lainnya dengan perincian sebagai berikut :

a. Biaya Operasional Desa, Biaya Operasional Badan Permusyawaratan

Desa serta Biaya Operasional PKK Desa dengan perincian sebagai

berikut :

- Biaya Operasional Desa sebesar

- Biaya Opresional PKK Desa sebesar

- Biaya Operasional BPD sebesar

- Biaya Operasional TPPK PDM

b. Untuk kesejahteraan Kepala Desa berserta aparatnya diberikan

Honorarium/Gaji, yaitu sebagai berikut :

- Kepala Desa sebesar

- Sekretaris Desa sebesar

Rp. 7.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 3.000,000,-

Rp. 1.500.000,-

Rp. 550.000,'/butan

Rp. 500.000,-/bulan

- Kaur/Kepala seksi masing-masing sebesar Rp. 450.000,'/bulan

c. Jumlah dana tiap Desa yang diperuntukan untuk Biaya Operasional

Desa sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah) dan Honorarium/Gaji Aparatur Desa 5 (lima) orang, yaitu

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 3 (tiga) orang Kepala urusan sebesar

Rp. 2g.g00.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

per Tahun.

2. 55% digunakan untuk belanja publik yang meliputi :

- Program penanggulangan kemiskinan

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat'

- Peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.

- Pengadaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti

sarana perhubungan, sarana produksi, dan prasarana sosial desa

lainnya.

ry. Cakupan Kegiatan
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Dalam pelaksanaan kegiatan Program Desa Membangun (pDM) berupa
kegiatan fisik sarana dan prasarana Desa yang diperlukan sesuai dengan

hasil musyawarah Desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik dengan sistim

upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong.

V. Batasan Kegiatan

Dalam penggunaan dana program Desa Membangun tidak diperbolehkan

untuk hal - hal sebagai beiliut :

1. Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu Desa,

pemugaran tempat keramat dan gapura Desa.

2. Membangun pada tanah bukan milik Desa kecuali sudah dihibahkan

(dilengkapi dengan keterangan hibah).

3. Tumbang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PPK,

P2LDT, PZP,PZDTK dan lain - lain. y'
' 4. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Menjadi Tanggung Jawab

Kabupaten.

5. Dilarang membeli Tanah untuk Lokasi Kuburan.

VI. Tahapan Kegiatan.

Program Desa Menbangun tahun anggaran 2009 dibagi dalam beberapa

3 tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana PDM yang langsung diterima Desa.o' - Untuk biaya PDM yang langsung diterima Desa melalui APB Desa,

dengan cara mengajukan Rencana Pengeluran Desa berdasarkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa yang telah disyahkan oleh Camat dan

diajukan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan. (Contoh format

terlampir),
Untuk Honor/Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya diajukan Semester

dengan beban Ls.

4

2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan - tahapan

sebagai berikut :

- Tahapan Pertama

a. Desa membentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK)

melalui Musyawarah Desa dan dipilih dari anggota masyarakat baik

laki - laki maupun perempuan yang dipandang memiliki
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kemampuan dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan

dengan Keputusan Kepala De$a, disyahkan oleh BPD dan diketahui

oleh Camat.

Susunan Pengurus TPPK Desa terdiri dari :

- Ketua

- Sekretaris merangkaP anggota

- Bendahara

- Anggota (4 orang).

Kriteria Memilih TPPK Desa.

- Berkemampuan membaca, menulis dan bersemangat.

- Bersedia mencurahkan waktu dan perhatian dalam melaksanakan

kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam musyawarah.

- Jujur dan berdedikasi tinggi.
- Mampu berkomunikasi dengan baik.

- Kepala Desa dan Ketua BPD serta aparatnya tidak diperkenankan

menjadi Anggota dan atau Ketua TPPK.

Tahapan Kedua

1. Perencanaan Kegiatan

a. TPPK Desa menjaring aspirasi kelompok - kelompok

masyarakat mentabulasikannya, sebagai bahan untuk menyusun

2 (dua) atau 3 (tiga) rencana kegiatan prioritas yang akan

diajukan dalam musyawarah Desa. ( Format I terlarnpir ).

Hasil musyawarah Desa dibuatkan berita acara dan dituangkan

dalam Keputusan Desa, kemudian diajukan ke Kelompok Kerja di

Kecamatan (POKJA Kecamatan). (Format II, III, Iv, v terlampir)'

Pokja Kecarnatan meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan

Desa, (Pokja Kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggotanya

terdiri dari unsur Dinas/lnstansi terkait yang ada di Kecamatan,

Tokoh Masyarakat, LSM dan Perwakilan Desa yang ditunjuk oleh

Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat).

Hasil Verifikasi Pokja Kecamatan mengenai usulan kegiatan Desa

yang layak untuk dilaksanakan diajukan kepada Bupati Katingan

Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan

atau Pokja Kabupaten untuk mendapat persetujuan dan

permintaan dana PDM, dengan melampirkan Formulir Verifikasi

Usulan. (Format terlamPir)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan

atau Pokja Kabupaten Katingan meneliti dan memverifikasi ulang

c.

b,

d.

e.
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danmenceklisdokumenusulanyangdiajukanuntukditindak
lanjutidanmembuatrencanaanggaranbiaya,"dengan
menggunakanjasakonsultankhusus/InstansiTeknisterkaitdan

sekaligus menjadi pengawas tehnis di desa'

2. Pelaksanaan Kegiatan'

DalampelaksanaankegiatanPDMtahunanggaran2009tidak
terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa bersama dengan TPPK

Desa serta maSyarakat pada umunya sesuai dengan tugas' tanggung

jawab dan fungsinya masing - masing sebagai berikut :

a. Tugas dan fungsi KePala Desa'

. 1). Menyebarluaskan informasi melalui spanduk/papan

pengumumanDesatentangProgramDesaMembangun
kepadamasyarakatsebelumTPPKDesadibentuk.

u.MenfasilitasipelaksanaanmusyawarahDesauntuk
membentuk TPPK Desa'

3).Menyelenggarakanmusyawarahdesadalammenyusun
rencana kegiatan desa'

4). Membantu TPPK Desa dalam menyusun perincian rencana

kegiatandanmenyusunjadwalkegiatanSertamembantu
membuat dokumen - dokumen pelaksanaan kegiatan dan

dokumen Pencairan dana'

5). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan

PDM,

6). Menangani pengaduan masyarakat'

7). Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran sebagai

akibat dari pengeluaran keuangan desa'

b. Fungsi dan Tugas BPD.

1). Membantu mensosialisasi kegiatan PDM kepada masyarakat'

2\. Memantau dan mengawasi petaksanaan kegiatan PDM sesuai

dengan rencana kegiatan.

3). Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan PDM'

sehingga dapat mencapai hasit yang optimal'

4). Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan

PDM.

5). Menangani pengaduan masyarakat'

1-

c. Fungsi dan Tugas TPPK Desa.
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c. Fungsi dan Tugas TPPK Desa'

1). Melakukan PenYebaran

masYarakat tentang setiaP

informasi kePada seluruh

tahapan kegiatan PDM melalui

4',).

s).

6).

7\.

papan pengumuman'

2\.Menjaring aspirasi masyarakat dengan melaksanakan

Penggalian Gagasan pada tingkat Dusun/Kelompok

MasYarakat Pemanfaat'

3). TppK Desa menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) draf rencana

kegiatanprioritasdandiajukandalammusyawarahDesa
(Musrendes).

MenyediakandatainformasimengenaiPDM,seperti
PetunjukPelaksanaan,suratKeputusanBupatitentang
Atokasi Dana PDM, serta informasi kemajuan kegiatan PDM'

Dengan dibantu Kepala Desa dan BPD menyusun jadwal

kegiatan,membuatrencanakegiatandanmengkoordinir
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM'

Melaksanakan kegiatan pembangun dan memelihara sarana

danprasaranaDesabersama.samadenganmasyarakat.
Dengan dibantu Kepala Desa, membuat dokumen

pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana'

Mengidentifikasimasalah.rnasalahyangterjadidalam
pelaksanaankegiatanuntukdibahaspadamusyawarahDesa.

Melakukan administrasi keuangan'

Menangani Pengaduan masYarakat'

Menyusundanmenyampaikanlaporanperkembangandan

kemajuanpelaksanaanpekerjaan,setelahdiperiksadan
diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat kepada

Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Pemerintahan Desa atau Pokja Kabupaten'

8).

e).

10).

11).

3. Pembinaan Dan Pengawasan'

a. Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Katingan dan atau oleh Pokja Tingkat Kabupaten di

bantuolehCamatlokasipelaksanaankegiatan.!
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- Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan

- BPD Desa serta tokoh masyarakat setempat

- Camat dan Pokia Kecamatan

- Konsultan tehnis.

4. Pelaporan.

1. Dana Program Desa Membangun yang langsung diterima Desa.

Alokasi Dana Desa yang langsung diterima oleh Desa melalui

rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun anggaran, dan

disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada Badan

Pengawasan Daerah Kabupaten Katingan dan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Katingan.

2. Dana yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara

bertahap yaitu : Tahap Pertama, setelah pekerjaan fisik dan

keuangan 35 oA dan Tahap Kedua, setelah pekerjaan fisik dan

keuangan selesai 100%. Pelaksanaan dilaksanakan secara

berjenjang, disampaikan kepada Bupati Katingan Cq. Kepala

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan setelah

diketahui oleh Camat setempat. Laporan dibuat dalam rangkap 6

(enam) dengan rincian masing - masing, asli untuk Bupati,

tembusan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan,

Kecamatan dan Kepala Desa. (Laporan dibuat pada saat

mengajukan SPP tahap berikutnya) yang sekaligus menjadi salah

satu persyaratan yang dilampirkan.

VII. PrBsps Pencairan Dana Program Desa Membangun.

proses pencairan dana Program Desa Membangun baik program Bantuan

Desa maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai dari Alokasi

Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009 adalah

sebagai berikut :

1. Dana ["rrg Diterima Langsung.
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untuk permintaan dana bantuan langsung Loo% berupa biaya
operasional, maka Kepala Desa mengajukan permintaan dana yang
diketahui oleh Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan untuk
diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan,

dengan melampirkan :

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK)

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

- Nomor Rekening Desa di BPK setempat.
- Surat Keputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK.

- Kuitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang syah).
- Untuk honorarium aparatur desa, dibayarkan 2 (dua) tahap yaitu

Semester I, Semester II, dengan melengkapai :

a. Semester Pertama ( 6 bulan ).

-. Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh
PJAT

Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui
oleh camat.

b. .Semester Kedua ( 12 bulan ).

-. Kuitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditandatangani oleh

PJAK

Daftar tanda terima ditandatangani oleh aparatur desa diketahui
oleh camat.

2. Permintaan Dana Untuk Kegiatan Fisik.

Ketua TPPK Desa mengajukan permohonan permintaan dana yang
diketahui oleh Kepala Desa dengan surat pengantar dari Camat, untuk
diajukan kepada Bapak Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan, untuk diteliti
kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan Surat Rekomendasi yang

ditandatangai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa atau yang mewakili atas nama Kepala Badan,
meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Katingan, untuk menerbitkan spM dan sp2D. surat
Rekomendasi yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap
desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas
kelengkapan berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas
pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan kegiatan Desa.
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pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu Taha9 Pertama sebesar

g}lff, tahap kedua sebesar 65 96 setelah melalui tahapan - tahapan

perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan

maka, Desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan fisik

sesuai tahapan, dengan melampirkan :

TahaP I (35%) :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kegiatan fisik'

- Susunan pengurus TPPK Desa (SK TPPK Desa)

- sK Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima dana kegiatan fisik

PDM dari Alokasi Dana Desa'

- Daftar Usulan Kegiatan PDM serta Berita Acara hasil Pertemuan

/Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa'

- Rekening TPPK Desa penerlma dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana

Desa atas nama Ketua dan Bendahara TPPK'

- Kuitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh

Bendahara TPPK.

Tahap II (65%) i

- Kwitansi Pembayaran yang tanda terimanya ditandatangani oleh

Bendahara TPPK.

- Laporan Kemajuan Pekerjaan'

- Berita Acara Kemaiuan Pekerjaan'

- Dan lain-lain yang dianggap perlu'

- SPJ Kegiatan.

- Foto kegiatan

VIII. Penyampaian Pertanggung Jawaban Desa

1. Belanja Operasional dan Honorarium / Gaji'

Laporan pertanggung jawaban disampaikan oleh desa, mengacu kepada

ketentuan yang berlaku berupa surat Pertanggung Jawaaban(SPJK)

beserta bukti bukti yang syah dan disampaikan kepada Bupati Katingan

melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten

Katingan..

a. Tugas fungsi AParatur Desa :

Aparatur desa sebagai pelaksana kegiatan menyusun dan

menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan beserta

bukti bukti yang syah sesuai dengan ketentuan laporan
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keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Badan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah'

b. Tugas fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan'

Memeriksa kembali kelengkapan laporan dan mencocokkan

bukti - bukti yang syah pengeluaran atas kegiatan desa.

Mengembalikan berkas SPJK desa apabila belum memenuhi

persyaratan tekhnis keuangan terhadap laporan SPJK desa

kepada desa bersangkutan,dengan mengeluarkan surat

pengembalian berkas yang ditanda tangani olek Kelapa Dinas

atau yang mewakili atas nama Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katlngan.

-. Dalam memeriksa kelengkapan syah tidaknya SPJK desa dapat

berkoordinasi / konsultasi dengan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan melalui

Sub Dinas Akuntansi.

- Berhak menentukan scedul, batas waktu 
"melalui keputusan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa bagi Pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan

kemajuan fisik / keuangan desa dibawah tanggal penyampaian

laporan pertanggung Jawaban desa kepada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Katingan dengan

tujuan untuk memudahkan Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan

verifikasi laporan pertanggun$awaban tersebut'

. Berhak meminta / memaksa penanggungiawab kegiatan Desa

(Kepata Desa) untuk melaporkan pertanggungiawabannya

melalui surat dan atau telegram dan ditembuskan kepada

Bupatt Cq. DPPKD Kabupaten Katlngan, Inspektorat Daerah

Kabupaten Katingan dan Camat setempat

- Apabila surat pertanggungJawaban dan bukti-bukti lainnya

yang syah belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Badari

Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama

Camat setempat dapat mendatangi langsung ke desa

bersangkutan untuk dilakukan pembinaan'

- Apabila terdapat kejanggalan / kecurangan dalam pelaksanaan

Pengelola Keuangan Desa yang dilakukan oleh aparatur

Desa/TPPK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemertntahan Desa menyampaikan laporan kepada Bupati dan
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kemudian dianggap perlu Bupati Katingan memerintahkan

Banwas Kabupaten Katingan untuk melakukan pembinaan dan

pemeriksaan terhadap yang bersangkutan'

Khusus untuk pertanggungiawaban pembayaran honorarium

aparatur desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan

honorarium aparatur desa pada saat pengajuan permintaan

pembayaran honorarium aparatur desa (beban LS), namun bukti

pembayaran honorarium tersebut juga dilampirkan dan

merupakan salah satu bukti dalam laporan

pertanggungiawabab akhir pengelola kegiatan desa'

MenyampaikanlaporanpertanggungjawabanDesakepada
Dinas Fendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten

Katingan Cq. subdin Akuntasi per kecamatan paling lambat

tanggal 5 Desember 2009 untuk diverifikasi kembali, dan untuk

dijadikan salah satu item laporan keuangan daerah atas

bantuan keuangan daerah'

c. Tugas fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

KabuPaten Katingan :

- Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerin'tahan Desa

untuk mengcross cek kembali kepada desa yang

bersangkutan apabila berkas yang disampaikan masih belum

lengkap.

- Membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk

mengusulkan desa yang berprestasi atas pengelolaan kegiatan

dan keuangan desa untuk direkomendasikan mendapat

penghargaandariPemerintahkabupatenKatingan.

- Membuat Nota Pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk

mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan

kegiatan dan keuangan desa untuk direkomendasikan

penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya

mendapat pengurangan / penundaan'

2. Kegiatan Fisik

- Laporan kegiatan fisik merupakan bagian proses pencairan

keuangan yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan

, Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan atas dasar

rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
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DesaKabupatenKatinganbaikberupauangmukakerjamaupun
pembaYaran terakhir (beban LS)'

Laporanpertanggungjawabanterakhirpemerintahandesatetap
menyertakanlaporankemajuanpekerjaan(Iaporankemajuan
pekerjaanakhir)disertaidenganBeritaAcaraPenyerahan
pekerjaan dari TppK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui

oleh camat setempat beserta fotocopy SP2D fisik desa dan foto-

foto kegiatan.

.LaporantersebutdisampaikankepadaBupatiKatinganmelalui
BadanPengelolaanKeuangandanKekayaanDaerahKabupaten

KatingandenganalamatBadanPemberdayaanMasyarakatdan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan'

.BadanPemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa
Kabupaten Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan

laporankegiatanfisiksesuaipersyaratanyangtelahditentukan
dan kemudian disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember

tahun berkenaan kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Katingan Cq' Kasubdin Akuntasi'

Vffi. Lain - Lain.

ApabilaterjadipenyimpanganataupenyalahgunaanBantuanProgram
Desa Membangun maka akan dilakukan :

1. Pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan'

2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang - undangan

yangberlakudanataumelakukantuntutanberdasarkanHukumPidana
,denganjalanmenyerahkankepadapihakyangberwenang.

n



VII. PenutuP.

Dernikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Program Desa Membangun

(PDM),danhal-halyangbersifatteknisakandijelaskanmelaluipetunjuk

Iebih lanjut.

ffi#ffi#,ffiI-u-Ruvu
; [.p.i. eupp.da Prov' Kal Tengah di Palangka Rava'

; [uiruru tnipektorat Propv Kal' Tengah di P Rava

i ii;;;i; i-iir"l a.n Des irlvinsi Kalimantan Tengah dl

Palangka RaYa.

5, 
'X.tuubpRp-fabupaten Katingan di Kasongan

6. Kepala Bappeda Kabupaten Katingan
; i;ili.;it'i"erah Kabttpaten Katingan di,Kasonsan' :;,'K;;rla Bagian Admnistrasl Pemerintahan umum

- b, KePala Bagian Hukunt
8. Inspektur Kabupaten l(atingan
9. Camat Se KabuPaten Katingan
io i-irrr, oeia/rilurahan S'e Kabupaten Katingan

I1. ArsiP.

Dikeluarkan
pada tanggal,

di Kasongan
22 April 2009

D
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cEl(Lls P EM Eft ltrsAAt{ lGLgNg lilPAil DOXU ni ${ us u l.Af{

DESA XabuPrten

a .. Kecamatan ProPlnsl

No Uraian Pemeriksaan lsl ProPosal desa PeniGlas.n dan rekomendasi

Ada Tldrk Ada

tayak l(ureng Salah

I

2

3

4

5

5

7

Cover /Sampul ProPosal

Surat P.nBatar
Peta sosial D€sa

a. Tanda pada lokasl Keglatan

b. Xeterangan Pada Peta

a. Rekapitulasl Gagasan KelomPok
Gabungan /Perempuan Yang
sudah dltanda tangani lengkaP.

a. Berita Acara Musyawarah
DcsaPerencana Yang sudah

ditanda tangani lengkaP.

b. Daftar hadir poserte musyawarah

a. Oaftar Penetapan Usulan Desa

b. Tanda tangan Daftar PenetaPan

Usulan Lengkap dan Asli

BA/Pernyataan tidak ada ganti rugi

dari ADD

n
t_lrf

t:
t:

E
tf
il
t_l
E

[ftftf

t_fn

[f
t:r:
r::
r:f
11

n
[f

n
f:l
DE[f

,cnburlrlan xqi.Et:

1. xtg. Pr*er.na I--l
2. Ke&npkPercmpuen t_f
3, Keg. Bidang Pendidikan [a

4. (eg. Bidarrg Kesehatan 1-l

5. Keg.Bidang Pelatihan [:

Keg.Lainnya n

rft:[f
r:f
rl
t_l
t_f
r--l
t:]

t:]
r:f
I
n
D
[fn

KESIMpUIAN pEMER||(SAAN : Bahwa dokumen usulan/ proposaldesa tsb.Diatas dinyatakan :

1. TETAH MEMENUHT SYARAT fJ maka bisa dilaniutkan dgn pnoses verifikasi.

2. BELUM MEMENUHISYARAT tl maka perlu diperbaiki dulu oleh desa'

No

1.

2.

3.

4.
5.

Nama Diperiksa oleh,
Jabatan

Tanda tangan

4

a
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Formulir I9,
DAFTAR GAGASAN

KELOMPOK / DUSUN......... .........(perempuan/Campuran*)

Tahun Anggaran...................
Provinsi : Kecamatan :.......................Jum1ah

Pendudukn ......................Jiwa

Kabupaten :

Musyawarah.

Keterangan :

1. Kolom 5 berisi manfaat
Yag dapat diperoleh

Tanggal

2. Kolom 7 berisi
Kesangsupan swadaya Desa/Kader desa Desa/Kader desa
Yang telah
Dimusyawarahkan
dalam musyawarah
kelompok dusun.

3. * coret yang tidak perlu

NO Jenis Kegiatan Target
Volume
Kegiatan

Lokasi Jumlah
Penerima
Manfaat
(orans)

Uraian
Manfaat

Kesanggupan Swadaya

t 2 3 4 5 6 7

Disahkan dalam /

Desa
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Formulir ll

- ProPinsi :

REKAPITU IASI GAGASAN KELOMPOK (PERE MPUANICAMPUMN 
*)

Tahun Anggaran....."""""""

f,

Kabupaten :

Kasongan,.

*""T.',:fi;6 
berisi manraat (................ ) (""""""""""""""""") ("":--::'-"""""""""')

yasdapatdiperoleh Fasilitator Fasilitator TPPK Desa

Bila kesiatan tersebut Desa/Kader desa DeSa/Kader desa
Dilaksanakan.

2. Kolom 7 berisi

KesangguPan SwadaYa

Yang telah
Dimusyawarahkan
dalam musYawarah

kelompok dusun.
3. * coret Yang tidak Perlu

Jumlah
Penerimaan

Manfaat (orang)

Uraian
Manfaat

KesangguPan
Swadaya

Gagasan
berasal dariNo Jenis Kegiatan Terget Volume

Kegiatan

Lokasi

3 4 q 6 7 8
1

Formulir lll
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BERITA ACARA

PERTEMUAN MUSYAWARAH KEGIATANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No....,.............

Dalam rangka peraksanaan program Desa Membangun, merarui Arokasi Dana Desa (ADD) untuk rahun Anggaran"""""""""""'di

Desa................Kecamatan ,"""-:'-" ' """"'Kabupaten' """""""""""""""''maka pada :

Hari dan Tanggal

Jam
Tempat

Terah diserenggarakan pertemuan/musyawarah membahas masarah program Desa Membangun (pDM) yang dihadiri oleh wakil -

*.*r o,,i masyararat,dJ;1f;:lHh:fi*il:,fL:t$llXi:,:l ffi,[:T]#l?,:TI:- 
densan peraksan Kegiatan

MateriatautopikdibahasdalamForuminisertayangbertindakselakuunsurpimpinanrapatdannarasumberadalah:
A. Materi atau ToPik

..8. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'

Pemimpin Natulis / Sekretaris

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan

Mengetahui dan menYetujui

Wakil dari peserta musYawarah

Alamat Tanda Tangan

setelah dirakukan pembahasan dan diskusi t"rr,rJ.p materi atau topik diatas,seraniutnya seruruh peserta memutuskan dan

menyepakati beberapa r,ai yang berketetapan menjadi (eputusan Akhir dari pertemuan/musyawarah,yaitu :

I

3
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Formulir lV

DATTAR USUI DESA

rctoMpoK / DUsuN........... .......{Perempuan/campuran')

Tahun Anggaran.......,"..... " "
Kecamatan :"""""""""""'lumlah
pendudukn ......................Jiwa

Desa :..."""""""""""""'

Musyawarah..

Provinsi :

Kabupaten :

Disahkan dalam /

Tanggal

Keteran8an :
1. Kolom 6 berisi manfaat

H:llffi:ffi:5l" t................ ) (.............."""""""""") (""""""""""""""""')
Dilaksanakan. Fasilltator Fasilitator TBFK Desa

2. Kolom 7 berisi Desa/Kader desa Desa/Kader d€sa
(esangguPan SwadaYa

Yangtelah
DimusYawarahkan
dalam musyawarah
kelompok dusun.

3. * coret Yang tidak Perlu

Uraian
Manfaat

KesangguPan SwadaYa

NO Jenis Kegiatan Target
Volume
Kegiatan

Lokasi Jumlah
Penerima
Manfaat
(orang)

4 5 6 7

1 I

dalam



USULAN KEGIATAN

Semua jenis kegiatan desa menggunakan forum berikut inijumlah usulan kegiatan desa

perencanaan,maximal 3 usulan)

Usulan dari

Nama kegiatan

Jenis kegiatan

Lokasi kegiatan

Kelompok pgngg:U-

Jumlah pemanfaat

_24_

Formulir V

berdasarkan hasil kesePakatan MD

Kelompok PeremPqql Kelompok CamPural

Langsung (orang) Tidak Langsung (orang) Orang Miskin

L org L org
..........org ......Yo

P org P org

JML orB JML org

1.

2.

3.

Latar Belakang
(Jelas masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut

tidak segera diatasi.
Tujuan Yang lngin Dicapai :

(perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kembali dari masalah'

Kegiatan Yang Dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, bagian ini mengambarkan aktivitas dan volume yang akan

dikerjakan dan membutuhkan pendanaan ADD,Swadaya ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat

dengan tujuan).
Manfaat Yang DiPeroleh
(Jelas manfaat secara langsun&/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini ddanai, Misalnya Terciptanya lapangan kerja,

meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehatlderajat kesehatan, menigkatnya kualitas pembelajaran

/menurunya angka putus sekolah, dll, dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positip)'

Keterlibatan Kelompok Miskin Dalam Perencanaan

(Jelas bagaimana dan berapa banyak kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan dan dalam penentuan usul ini)

Potensi Sumber DaYa

(Sebutkan apa saja potensi yang dapatmendukung kegiatan, termasuk swadaya)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(Jelas rencana pelaksanaan kegiatan)

Rencana Pelestarian Kegiatan

(Jelaskan rencana p"rn"lihar..n dan atau keberlanjutannya setelah dana bantaun ADD berakhir).

Lampira n-lampiran
a. Peta sosial desa/Propil Desa

b. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan

c Dafatr Usul Desa

d. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan yaitu :

- Usul (Lampiran : RAB, Gambar dan Jadwal Rencana Kerja)

- Estimasi sumber pembiayaan, Berita Acara, Pernyataan , tidak ada ganti rudi dari ADD'

DisiaPkan Oleh TPU desa

(Ketua TPPK)

(Sekretaris TPPK)

(Tokoh MasyarakaVKader Desa)

Mengetahui :

...Kepala Desa

7.

8.

9.

t.
2.

5

6.
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Format Vl'

ESTIMASI SUMBER PEMBIAYMN KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN

Tanggal,

KETUA TPPK,

(...................................... )

.l



t Kecamatan :

Desa :

-22-

DAFTAR USUL RENCANA KEGIAIAN

TAHUN ANGGARAN 2OO9

(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

PENANGGUNG JAWAB ADMNISTRASI KEGIATAN (PJAK) PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL I(EGIATAN (PJOK)

MENGTTAHUI:

Kepala Desa,...

b_

1

n

Volume Harga Satuan Jumlah Eiaya Keterangan
No

3 4 5 6

t
1

2

I

3

4

5

6

Selania OPerasional Desa

Belanja Modal

Belanja Pemeliharaan

Bantuan PKK

Baiaya Operasional BPD

JUMLAH



-23-

3

PENANGGUNG JAWAB ADMNISTRASI KEGIATAN (PJAK)

DAFTAR USUL RENCANA KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2OO9

(Sumber Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

MENGETAHUI:

Camat,.....,......

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)

(....... .......... .........,.................... )

t

,

Belania OPerasional Desa

Belanja Pemeliharaan

Eaiaya OPerasional BPD

Kecamatan
Desa
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LAPORAN PELAKSANMN KEGIATAN TAHUN 2OO9
- " -(iumber 

Alokasi Dana Desa/Kelurahan)

PENANGGUNG JAWAB ADMNISTRASI KEGIATAN (PJAK)

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ' ' . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' ')

MENGETAHUI:

Kepala Desa,..'

a

,

r I gelanja oPerasional

2 i Belanja Modal

4 I Bantuan Untuk PKK

S I giaya OPerasional

Kecamatan :

Desa :

Realiasasi
Fisik {%)

Realisasi
Keuansan (%)

Ket

No Jenis Kegiatan Volume Pagu Dana t(eallsdsl

5 6 7 8 9

1 2
43

.........2009
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FORMULIR VERIFIKASI USULAN

Kabupaten ; Desa:

Kecamatan : Jenis Kegiatan :

Kriteria
Penilaian

Umum

1.1 Usulan Kelompok perempuan/pemanfaatan benar-

benar berasal dari perempuan/pemanfaatan dan

dibahas serta disetujui datam musyawarah kelompok

Perempuan/Pemanf aatan
Crtrtth '

Baik Cukup Kurang Ya Tidaknnnnn
!.2 Usulan kegiatan telah dibahas dan ditetapkan dalam

Musyawarah Desa Perencanaan

Catatan :

n il u u u
1.3 Usul kegiatan tidak termasuk dalam daftar negatlf

(Kegiatan Yang dilarang) sesuai dengan PTO.

Catatan :

n n nnn
1.4 Usul Kegiatan tidak tumpang tindih dengan

proyek/program lain.

Catatan :

nnnIn
1.5 Ada masalah dengan kepemilikan tanah/gantl rugi

Catatan :
n n nnn

1.6 Kelompok perempuan/pemanfaatan dan orang miskin

ikut dalam pembuatan dan pengembalian keputusan

mengenai usulan yang diajukan
Catatan :

n fl.nnn
t.7 Ada daftar penerimaan manfaat dan daftar temebut

sesuai dengan jumlah penerimaan manfaat yang

ditentukan dilapangan I l T
(.etetrn'

1.8 Calon penerima manfaat lebih banyak dari golongan

miskin l I I I

Catatan :

6

5

t_ ll
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1s fegiatan yang diusulkan nnnjadi kebutuhan

masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan

Catatan :

1.10 Dalam masyarakat cukup banyak yang mempunyai

pengalaman atau bisas mengerjakan kegiatan yang

. diusulakan

Catatan :

t.LL Sumber daya yang ada dimasyarakat cukup mernadaia

termasuk adanYa Potensi swadaYa

Catatan :

1..72 Sudah ada rencana untuk

peneltharaan/pengembangan atau pelestarian

kegiatan YanE cukup realistis

Catatan :

n u nn[]

nnnnn
nnn

Potensi untuk dikembangkan atau dapat berkelanlutan

Catatan l
il nln

Rekomendasi / Catatan Tangga1,.......,........................2009

Dibuat Oleh Tim Verifikasi
1.

2.

3.
e4.

5.

I

I

I
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Contoh

PERATURAN DESA........,....
(ECAMATAN

KABUPATEN KATINGAN

Nomor: Tahun 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2OO9

P EM ERI NTAH KABUPATEN KATI NGAN

TAHUN 2OO9

A

^
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6

Contoh

PERATURAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor: Tahun 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2OO9

PEM ERI NTAH KABUPATEN KAT]NGAN

TAHUN 2OO9
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PERATURAN DESA,...,....,

KECAMATAN
Nomor: Tahun 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEpALA D85A...........

Menimbang : a.bahwa memenuhi Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007

Tentang Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa {BPD), bersama Kepala

Desa........... .Kecamatan ....'..........Kabupaten Katingan telah

menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APBDes)

tahun anggaran 2008.

b.bahwa penyusunan sebagaimana huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang
APBDes, tahun anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan yang lebih tinggi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakqd dalam huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang APB

Desa............... .Kecamatan ............'..Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat : l.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

2.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Tahun 20O9 tentang APBD

' = 
3.[:HX?::"#]lf,ilouo.."n Katingan Nomor rahun 200e tentang Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan bersama
Badan Pemusyawaratan Desa

Desa.......,...
Dan Kepala Desa ..................
Kecamatan.

Kabupaten Katingan

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Peraturan Desa ..............Kecamatan....... ,................Kabupaten

Katingan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

3. Defisit/Surflus
' 4. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Rp.

b. Pengeluaran Rp.

PembiayaanNetto Rp..............
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan Rp. .............
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Pasal 2

Kepala Desa,....'...'. """"""Kecamatan' """""""Kabupaten Katingan menetapkan

peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan

. APBDesa.

Pasal 3

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahui

DitetaPkan di Desa,.....'..

Pada tanggal """2009

KEPALA DESA.............
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Lampiran I P€raturan Menteri Dalam Negeri

Nomor
TangBal

Perihal

: 37 Tahun 2007

: 24 Juli 2007

: Pengelolaan Keuangan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA DESA

0ESA.......................'...' KECAMATAN" " " " " " "
TAHUN ANGGARAN

TAHUN

SEBELUMNYA

TAHUN

BERJALAN

KET

1.1

1t(
1.1.5.1

1.2

1.2.t
!.2.2
t.2.3

Baei Hasil Retribusu1.3

1.3.1

t.4
t.4.1
1.4_2

T;"t,,;n K*rr"crn P"rn"r'*tE[i-n irovinsi, Kabupaten/Kota dan Desa

Lainnya.
1.5

1.5.1 Bantuan Keui

1.5.1.1

1.5.3
1.5.2.1 o

1.5.3 Bantua n

Dana t at Desa
1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.4
1,5.4.1

1.6 Hibah
ntah1.6.1

r.6.2

Hibah iwasta

Hibah dari masvarakavPerorangan
1.6.4

1.5.5

Sumbangan Pihak Ketiga

Sumbangan dari ...... ...............

t.6.2

7.7

1.7.7

t.7.2

JUMTAH PEND4PATAN

BEt.AI{JA

Belania LanFung
Belajan pegawai/Honorrarium

?

2.1

z.t.l
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2.1.1.7 Honor Tim/Panitia
2.1.1.2

2.t.2 Belanja Barang dan jasa

2.L.2.1 Belanja perJalanan dlnas

2.t.2-2 Belanja bahan material
2.7.2.3 Dst..

2.1.3 Eelanja modal
2.L.3.1 Belanja modal tanah
2.L.3.2 Belania modal iarinsan
2.1.3.3

2.2 Belenja Tldak tangsung
2.2.1 Belanja pegawai /Penghasilan Tetap
2.2.7.7 Dst ......................

2.2.3 Belanja Hibah
2.2.3.L Dst,,....

2.2.4 Belanja Eantuan Sosial
2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.2.4.2 Dst

2.2.5 Eelanra Bantuan Keuangan
2.2.5.1 Dst

2.2.6 Eelanja tidak tertuta
2.2.6.t Keadaan darurat
2.2.6.2 Sencana alam
2.2.6.3 Dst ........................

3 PEMEIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa lebi! Perhitungan Angtaran (SILPA) Tahun sebelumnya
3.L.2 Halil penjualan kekayaan desa yang dlpisahkan
3.1.3 Penerimaan Pinjaman

3.2 PenSeluaran Pembiaya?!
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.L.2 Penyertaan Modal Desa

3.2.3 | Pembayaran utang

Ta ngga 1,............................. 2009

KEPALA DESA,

Catatan : Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah
Titi sara, Suguh Dayoh, Bangkok, Bondo Desa,
Kokoan, Timbul, pangonan, Tanah pembelian Desa, (. . .................. ..... ............. )
dsb.

I

I

I I

I I.---1
I

I I

I I

I

I

I

I
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Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor :37 Tahun 2007
Tanggal :24 )uli 2007
Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

EUKU KAS UMUM
DESA.............................. KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2@9

Jumlah bulan/tanggal

Jumlah sampai bulan lalu/tanggal
Jumlah semua s/d bulan/tanggal

Sisa Kas

Pada hari ini tenggal, ..,.........2009
Oleh kami didapat dalam Kas Rp............... ........(Dengan huruf)
Terdiri dari : Tunai

MENGETAHU:

KEPALA DESA,

Coro Penoisidn :
Kolam 7 diisi dengan no urut penerimo kos otou pengeluoron kos
Kolom 2 diisi dengon tonggol penerimaon kos otou pengeluoron kos
Kolom 3 diisi dengon kode rekening penerimoon kos atou pengeluoron kos
Kolom 4 diisi dengon uroion penerimoon kos dtou pengeluoron kos
Kolom 5 diisi dengon jumlah rupioh penerimoon kas
Kolom 6 diisl dengon jumloh rupiah pengeluoron kas

Rp.,,......................... Rp......,..........,..........
Rp............................ Rp............................
Rp............................ Rp.......................,....

Rp..

Tangga|,................................2009

EENDAHARA DESA,

No Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)

7 2 3 4 5 6

JUMLAH
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Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal :24 )uli 20{J7

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BU(U KAS PEMBANTU

PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA..............,.................KECAMATAN.................

TAHUN ANGGARAN

.lumlah bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu

Jumlah s/d bulan ini

MENGETAHU:

KEPAI.A DESA,

Cota Penoislon :
Kolom 7 diisi dengdn no urut
Kolom 2 diisi dengan BKU Penerimoon
Kolom 3 diisi dengon tonggal pengeluoron STs/bukti penerimoon lain
Kolom 4 diisi dengon No STS/ bukti penerimoon loin
Kolom 5 diisi dengon jumloh rupioh setoron STS/ buktl penerimoon loinnyo

Tan9a1,................................2009

BENDAHARA DESA,

Nomor STS & Bukti Penerimaan
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Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal :24)uli2Oo7
Perihal : Pengelolaan Xeuangan Desa

BUXU KAS PEMSANTU
PERINCTAN OBYEK PENGETUARAN

DESA.....,,.,,,..,..,.,.............KECAMATAN.....,...........

TAHUN ANGGARAN

Jumlah bulan ini
Jumlah s/d bulan lalu
Jumlah s/d bulan ini

MENGETAHU:

KEPALA DESA,

Coro Penoision :

Kolom 1 diisi dengan no urut
Kolom 2 diisi dengon BKU Pengeludron
Kolom 3 diisi dengon tonggol pengeluoron SPP/bukti pengeluoron loin
Kolom 4 diisi dengon No SPP/ bukti Pengeluoron loin
Kolofit 5 diisi dengon jumloh rupioh pengeluardn SPP/ bukti pengeluaron loin

Tan*a|,................................2009

BENDAHARA DESA,

Nomor SPP & Bukti Pengeluaran

a
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tampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 37 Tahun 2007
Tanggal :24Juli 2007
Perihal : Pengelolaan Xeuangan Desa

BUKU KAs HARIAN PEMBANTU

DESA................................XECAMAT4N.................
TAHUN ANGGARAN

No

Urut
Tanggal Uraian Penerrimaan

{Rb}

Pengeluaran
lRoI

Jumlah
{Rnl

1 z 3 4 5 6

JUMLAH

MENGETAHU:

KEPALA DESA,

Coro Penoision :

Kolom 7 diisi dengon no urut penerimoan otau pengeluoron kos pengeluoron
Kolom 2 diisi dengon tonggol penerimoan otau pengeluoron kos pengeluaron
Kolom 3 diisi dengon uroioh penerimoon kos otdu pengeluoron kos
Kolom 4 diisi dengon jumloh rupioh penerimoan kos
Kolom 5 diisi dengon jumloh rupioh pengeluoron kas

Kolom 6 diisi dengon Soldo buku kos bendohoro

Tanga1,................................2009

EENDAHARA DESA,
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Contoh

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
(DPKD)

KECAMATAN.

KABUPATEN KATINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2OO9
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DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA Nomor DPKD FORMULIR 8
0 0 0 I

Urusan
(egiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana
Sumber Dana

PJAK

Honorrarium Non PNS/Honorarium Aparatur Desa
12 bulan
Desa..............(ecamatan...........,
ADD

RINCIAN DOI(UMEN PEI-AKSANAAN KEGIATAN DESA
Kode Rekenine Uraian Rincian Perhitunsan

Volume Satuan Tarif/harga lumlah
(Ro)

5 Belanja Desa

5.2 Belanja langsung

5.2.1.02.02 Honorarium aparatur desa
Kepala desa

Sekretaris Daerah

Kepala urusan 3 orang x Rp. 450.000

JUMLAH

Desa,

Sekretaris Desa,



-39-

ooxuMgn PELAxSANAAN KEGIATAN 0EsA

Urusan

Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

Sumber Dana

PJAK

Tunjangan Peningkatan Penghasilan Aparatur Desa

12 bulan
Desa..............Kecamatan........,'.'

R I lvc l,A N DoK.U M EN PE LA{!4x44ri IEgl4Il t'r 984

Desa,..............

Sekretaris Desa,

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif/harga Jumlah
(Ro)

5

5.2 B

s.2.1.

ii]iilin Peningkatan Penghasilan Aparatur Desa
s.2.1.02.02

JUMLAH
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Urusan

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

Sumber Dana

PJAX

Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehnis aparatur desa dan BPD

12 bulan
Desa..,....,......Kecamatan............

ffi isasi dan Bimbingan tehnis, kursus-

Desa,..............

Sekretaris Desa,

TAN DI isA

Xode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tarif/harga Jumlah
(RD)

5
Belania langsung

Belania Non Pegawai
5.2

5.2.1.

5.2.1.05

5.2.1.05.02

JUMTAH
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DOKUMEN PELAKSANAAN XEGIATAN DESA Nomor DPKD FORMULIR 8

0 0 0 1

Urusa n

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

Sumber Dana

PJAX

operasional Desa

12 bulan
0esa............-.Kecamatan...........,
ADD/DAUD

Kode Reke

5

5.2

5.2.1.

52.1.orfl

522
5.2.2.O1.O1

I

I
Rclania DPsa I

Belanja langsung

Belania Non Pggawai i
I

I

Belanja alat tulis kantor 
I

SA

volume

t2

t?

Rlncian

Satuan

HOK

Rir"

Tarif/harga Jumlah

Kertas HVS

Bolpin Pilot

StoD map polio batik
Pita mesin tik
Karbo Daito
Rantal

Stop Map blasa

Stempel desa

Map Odner

5.2.2.01.03 Belania alat Listrik dan elektronik

Belanja lampu pijar

Saklar

Temoel iek

5.2.2.01.04 Belania perangko, metrai dan benda pos lainnya.

Belanja metrai 6000
Belanja metrai 3OO0

s.2.2.O2 Belanja bahan material

s.2.2.02.05 Belania bahan kimia

Belanja Herbisida

5.2.2.03 Belanja Jasa kantor

5.2.2.03.03 Belania listrik 1 bulan

itunsan
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Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Tariflharga Jumlah
(RD}

5.2,2.06 Belania cetak dan Wnqg,andaan
5.2.2.06.01 Belanja cetak

Cetak (op Surat

s.?.2.06.02

5.2.2.11 Eelania makan dan minum
-6![iE milai oii-** nur,-n

I"trniiifEilan *i** /n.Prt

Eelania Perialanan Dinas ke Kecamatan

Belania Perialanan Dinas ke (abupaten

]UMLAH

Desa,..............

sekretaris Desa,

o^l-^i- o^h,-.h.l1a^

Biava Fotocooi
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DOXUMEN PELANSANAAN KEGIATAN DISA Nomor DPKD FORMUTIR 8

0 0 0 1

U rusa n

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

sumber Dana

P.IAK

operasional Desa

12 bulan
Desa..............Kecamatan............
B.Ci Ha!,1 P"jrk dan Rettibusi

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN K€GIATAN DESA

Kode Rekening Uraian Rincian PerhitunEan
Volume satuan Tarif/harga .lumlah

(fio)

5 Belania Desa

5.2 Belanja langsung

5.2.3 Belania Modal

s.2.3.09.12 Belania Modal Pengadaan alat-alat Pertanian/Peterna kan

Belanja modal pengadaan Hansprayer 2 Unit

5.2.3.10 Belania modal pengadaan peralatan kantor

s.2.3.10.01 Eelania modal mesin tik

JUMTAH

Desa,..............

Sekretaris Oesa,

!
!

a
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DOKU M E N pEUXSqr'rAarl r.EA rntAru OrSl

U rusan

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

Sumber Dana

PJAK

Operasional BPD

12 bulan
Desa..,.......,..,Kecamatan...
ADD/DAUD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANMN XEGIATAN DESA

Sekretaris Desa,

Rinrian Dorhitrrnoo^

Volume Satuan Tarif/harga Jumlah
(RpI

5 geranra uesa
5.2 Belanja langsung
5.2.1. Belanja Non Pegawai

5.2.1.02.01 Honorarium tenaga atli dan narasumber 12 HOK
upan petugas pemetiharaan jalan dan halaman kantor desa

a.lanjr b","n5.2.2

urrorrro vdrrotl lrd^dt ildut5

oErdtrJd dtdr rul5 (anfor
72 Rim

Stempel desa
Map Odner

Eelan,a alat tistrik
B"lrnj. lu.pu pijJ,
Sa kla r

Tempeljek

getania perangko

5.2.2.01.03

5.2.2.01.04

5.2.2.O2 Belanja bahan materialqrrnrn<
Belanja Herblsida

Belania lasaL."t.F5.2.2.O3

5.2.2.03.03 I

I
ULart I I

I I

Desa...........,..


